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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU
KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang - : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pekerjaan
’ yang berkualitas dan pembangunan yang
berwawasan lingkungan serta menghindari

terjadinya suatu kegagalan  bangunan yang

mengakibatkan kerugian atau gangguan

terhadap keselamatan yang mengakibatkan

kerugian atau gangguan terhadap keselamatan

umum, maka perlu adanya uji mutu terhadap
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konstruksi dan lingkungan sesuai Standar
Nasional Indonesia (SNI);

. bahwa mutu _ konstruksi dan lingkungan

sebagaimana “dimaksud pada huruf a, dapat
dilaksanakan ~ di taboratorium Konstruksi dan
Lingkungan Milik Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a
dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi
Pelayanan Pengujian Mutu Konstruksi dan

" “Lingkungan.

. [Undang-undang r tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Barat (berlla Negara
tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentdng Pembentukan Propinsi

“Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 ‘Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

. Undang-undand Nortior 18 Tahun 1997 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

_ Undang-undang Nomor 23 Tahun 155/] tentang

Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (Cembaran
Negara Tahun. 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);
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[Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3821);

[Undang-undang Nomor 18 Tahun T999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3833);

[Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007] tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4247);

lUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004| tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

[Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Z00(]
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun Z0UQ
tentang Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

[Peraturan_Pemerintah_Nomor 66 Tahun 2007
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas  Air  dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
negara Nomor 3116);

[Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 |
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20
seri D) Jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9
Seri D).

[Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 1 Tahun|
2002 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 No. 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3|
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13
Seri E, Tambahadan Lembarana Daerah No. 2).
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

Menetapkan

Dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN LABORATORIUM PENGUIJIAN MUTU
KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

8
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Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dinas Pendapatan adalah Dinas pendapatan
Provinsi Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang
dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
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